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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan 
“Conceptual, statute and historical approach”. Melalui pendekatan tersebut, 
dalam penelitian ini dilakukan pengkajian secara kritis terhadap Kedudukan 
Peraturan Menteri  dalam pelaksanaan di lingkup Pemerintahan Daerah khususnya 
Pemerintah Provinsi. 
Penelitian ini berorientasi pada upaya melakukan penelaahan secara 
mendalam mengenai Kedudukan Peraturan Menteri dalam lingkup 
penyelenggaraan pemerintah provinsi. Permasalahan muncul ketika terjadi 
peralihan dari era sebelum otonomi daerah ke era otonomi daerah. Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang sebelumnya berkedudukan sebagai Kantor Wilayah yang 
berarti merupakan Instansi Vertikal dari Pusat termasuk Departemen 
(Kementerian), kini beralih menjadi instansi yang terlepas dari Pusat, sehingga 
harus tunduk pada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.  Peraturan Menteri 
yang dikeluarkan menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk dalam hal norma 
hukum dan daya ikatnya, sehingga diarahkan pada pembahasan  yaitu terkait 
karakteristik peraturan menteri dan legal standing dari peraturan menteri terhadap 
kewenangan Gubernur.  
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik peraturan menteri 
bersifat regeling. Sedangkan legal standing dari Peraturan Menteri terhadap 
kewenangan Gubernur yaitu sebagai pedoman dalam rangka menyeragamkan 
pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai negara kesatuan dan gubernur 
melakukan  kewenangan berupa pembinaan dan pengawasan. 
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 This research is a normative law with a " Conceptual , statute and historical 
approach". Using the approach in this study conducted a critical assessment of the 
Status of the implementation of the Regulation of the Minister of Local 
Government , especially in the scope of the Provincial Government. 
 This research is oriented towards reviewing in depth about the Status of 
Regulation within the scope of the implementation of the provincial government . 
Problems arise when the transition from the era before the era of regional 
autonomy to regional autonomy. Regional work units previously serves as the 
Regional Office which means a vertical institutions including the Center 
Department ( Ministry ), now turning to agencies that regardless of the Center , so 
it should be subject to the Governor as Deputy Central Government . Regulation 
of the Minister issued as legal uncertainty, including in terms of legal norms and 
binding power, so the discussion is directed at the relevant characteristics of the 
ministerial regulations and the legal standing of the regulatory authority of the 
minister to the Governor.  
 The results of this study stated that the characteristics are Regeling 
ministerial regulations or arrangements which are general and abstract and 
acknowledged . While the legal standing of the Regulation of the Minister of the 
authority of the governor that as a guide in order to unify the implementation of 
regional autonomy in Indonesia as a unitary state and Governor authority in the 
from of guidance and supervision. 
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